BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.409, 2016 KEMENPAN-RB. Jafung. Perekayasa. Angka
Kredit. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR PER/219/M.PAN/7 /2008
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional
Perekayasa dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai
dengan perubahan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali
Jabatan Fungsional Perekayasa dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Mengingat

Birokrasi Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang

Jabatan Fungsional Perkayasa dan angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5520);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas
Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
PER/219/M.PAN/7/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi Nomor
PER/219/M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan  Fungsional
Perekayasa dan Angka Kreditnya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain
ke dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dapat
dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi syarat sebagaimana diamaksud
dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 29;
b. memiliki pengalaman di bidang kerekayasaan
paling sedikit 2 (dua) tahun;
c. Dberusia paling tinggi:

1. 54 (lima puluh empat) tahun untuk
diangkat menduduki Jabatan Fungsional
Perekayasa Pertama dan Jabatan
Fungsional Perekayasa Muda;

2. 56 (lima puluh enam) tahun untuk
diangkat menduduki Jabatan Fungsional
Perekayasa Madya; dan

3. 60 (enam puluh) tahun untuk diangkat
menduduki Jabatan Fungsional
Perekayasa Utama dan bagi PNS yang telah
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
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4. memiliki penilaian prestasi kerja paling
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir; dan

5. syarat lainnya yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi pembina.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama
dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka
kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit; dan;

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur

penunjang.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 31
Perekayasa dibebaskan sementara dari jabatannya,
apabila:
a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri
Sipil;
b. ditugaskan secara penuh di luar bidang
kerekayasaan,;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32
(1) Perekayasa yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a,
dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa

apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
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Perekayasa yang dibebaskan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b,

dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa

apabila:

a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam)
tahun bagi Perekayasa Ahli Pertama dan
Perekayasa Ahli Muda;

b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan)
tahun bagi Perekayasa Ahli Madya;

c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
bagi Perekayasa Ahli Utama;

d. Dberusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan)
tahun bagi Pejabat Administrator yang akan
menduduki Perekayasa Ahli Madya; dan

e. Dberusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang akan
menduduki Perekayasa Ahli Utama.

Perekayasa yang dibebaskan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c,

dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa,

apabila telah selesai menjalani cuti di luar
tanggungan Negara.

Perekayasa yang dibebaskan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d,

dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa,

apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3) dengan menggunakan angka kredit

terakhir yang dimiliki.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit

terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan
angka kredit dari pengembangan profesi selama

dibebaskan sementara.
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(7) Pengangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (2)
huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut oleh
Pimpinan Instansi Pembina.

(8) Persyaratan lain wuntuk pengangkatan kembali
Perekayasa sebagaimana tersebut pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut oleh

Pimpinan Instansi Pembina.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Perekayasa yang
sedang menjalani pembebasan sementara karena tidak
dapat mengumpulkan Angka Kredit berlaku ketentuan

Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



